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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Studi Komparasi Tentang Penganiayaan Terhadap Ibu
Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin Menurut Pasal 351 (2) KUHP Junto
Pasal 90 KUHP dan Hukum Pidana Islam adalah untuk menjawab permasalahan
mengenai sanksi penganiayaan yang berakibat kematian menurut hukum pidana
positif dan hukum pidana Islam serta persamaan dan perbedaan darj kedua hukum
tersebut.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan data penelitian ini
dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks dan selanjutnya dianalisis dengan
teknik deskriptif-komparatif,
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BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakekat penciptaannya memiliki kepribadian yang beragam
dan cenderung di kendalikan oleh naluri yang berbeda. Tiap-tiap individu
mempunyai cita-cita, keinginan, kebutuhan, alam pikiran serta usaha, Fitrah
manusia telah di tentukan bahwa individu tidak akan berkembang sendiri. Ia
adalah makhluk sosial Yang membutuhkan pertolongan dalam memenyhj
kebutuhannya. Dalam menyempurnakan sebab-sebab hidupnya yang tidak dapat
dilakukan oleh tangan, pengetahuan, serta bahan yang tidak dapat dibawa oleh
kekuatannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat manusija memiliki rangkaian kepentingan-
kepentingan kebutuhan hidup. Kepentingan—kepentingan Seseorang berkaitan erat
dengan orang lain. Tidak Jarang pula kepentingan tersebut berseberangan dengan
hak orang lain, sehingga dapatlah timby] pertentangan sesama mereka,
Kepentingan serta ke €go-an tiap-tiap individu yang tak bisa diredam akan
mengganggu keamanan dan stabilitas kehidupan bermasyarakat itu sendirj jika
tidak diatur dalam suaty sistem hukum yang mengikat.

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam .masyarakat dapat
dicapai dengan adanya sebuah peraturan. Dan peraturan-peraturan hukum yang

telah ada haruslah sesyaj dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk



menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima
oleh seluruh anggota masyarakat. !

Meskipun peraturan-peraturan hukum telah dj keluarkan. Tidak sedikit pula
pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat.
Misalnya dalam hal penganiayaan yang bertentangan dengan KUHP pasal 351-
358. Hukum pidana positif juga membagi penganiayaan dan pembunuhan
menjadi beberapa bagian sesuai dengan berat ringannya perbuatan serta akibat
yang ditimbulkan. Pembagian tersebut berdampak pula pada sanksi hukum
pidananya.

Delik penganiayaan itu sendiri oleh KUHP secara umum diartikan sebagai

tindak pidana terhadap tubuh. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah

Untuk delik penganiayaan lebih mengarah pada pidana pokok yang terdiri atas

' Sudarsono, Pengantar fimu Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 48
; R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 366
Ibid,, 12



berencana terpidana diancam dengan hukuman mati. Sedangkan membunuh janin
dalam kandungan menurut KUHP bisa dikatagorikan dalam pasal 347 KUHP
sebagai pengguguran kandungan dengan sengaja yang dilakukan oleh orang lain
tanpa persetujuan si ibu, atau juga dikatagorikan sebagai penganiayaan yang
mengakibatkan luka berat sesuaj dengan yang tercantum dalam pasal 351 ayat 2
KUHP, dengan pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP. Yang dimaksud luka
berat atau mati dalam pasal 351 ini hanyalah sebagai akibat daripada
penganiayaan. Apabila luka berat itu direncanakan sejak semula, maka perbuatan
itu dikenakan pasal 354 (penganiayaan berat). Dan apabila kematian itu
direncanakan sejak semula, maka perbuatan itu dikenakan pasal 338
(pembunuhan biasa)

Sementara itu, dalam hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum
yang mengatur tentang kehidupan manusia. Aturan hukum dalam Islam antara
lain - dibedakan sebagai al-Ahwal A:s'y-sya.bszjyab atau hukum keluarga, al-Abwal
Al-Madaniyah atau hukum privat, al-Ahwal Al-Jinajyah atau hukum pidana dan
sebagainya.

Hukum pidana Islam atay yang sering disebut oleh para fugaha dengan
istilah Jarimaly/jinayah didasarkan pada perlindungan yang bersifat primer
(Daruriyyah) yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal dan
harta, Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh Asy-Syatibi dinamakan

Magasid Asy-Syari’ah, Hakikat dari pemberlakuan dari Syariat (hukum) oleh



Tuhan adalah untuk kemaslahatan manusia, Kemaslahatan ity dapat diwujudkan
apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara,*

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuaj dengan konsep tujuan
umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan
sekaligus menegakkan keadilan °

Dalam implementasinya, terdapat perbedaan yang jauh antara hukum positif
di Indonesia dengan hukum pidana Islam, yaity bahwa syariat menganggap
akhlak yang tinggi sebagai sendi~sendi dalam masyarakat. Oleh karena ity Syariat
sangat memperhatikan soal akhlak, dimana tiap—tiap perbuatan yang bertentangan
dengan akhlak yang tinggi tentu di ancam hukuman.® Sangatlah jauh berbeda
dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum positif di Indonesia yang
telah mengabaikan soal akhlak sama sekali, dan bary mengambil tindakan apabila
perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentuan
masyarakat.

Meskipun terdapat perbedaan dalam menjunjung tinggi masalah akhlak,
namun hukum pidana Isiam Sama pendiriannya dengan hukum positif di
Indonesia dalam hal menetapkan dan mengelompokkan perbuatan—perbuatan

Jarimah (tindak pidana) untuk menentukan sanksi hukum yang diterima

* Asfri Jaya Bakri, Konsep Magasid Syariah Menurus Asy-Syatibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1996), 71-72

3 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 52

® Abmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 4



berdasarkan berat ringannya perbuatan dan akibat yang di timbulkan, serta Jjenis—

Jenis tindak pidana.

Dalam hukum pidana Islam Jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman

di bagi menjadi tiga jenis, yaitu hudud, gisas diyat dan 2z

1.

Jarimah Hudid yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman
hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukum had (hak Allah). Hukuman had
yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa
dihapuskan oleh perorangan (si korban atay walinya) atau masyarakat yang

mewakili (ulil amri).

- Jarimah Qisas Dijyat yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman gis3s

dan diyat. Baik hukuman gIsas maupun diyat merupakan hukuman yang telah
ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak
perorangan (si korban atay walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang
menjadi hak Allah semata, Hukuman qisas diyat penerapannya ada beberapa
kemungkinan, seperti hukum gisas bias berubah menjadi diyat, hukuman
diyat menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi
hapus. yang termasuk dalam kategori Jarimah gisas diyat ialah, pembunuhan
sengaja (al-gat/ al- ‘amd), pembunuhan menyerupai sengaja (a/- qatl sibh al-
‘amd), pembunuhan keliru (al-qat! al-khats ), penganiayaan sengaja (al-jarkh

al- amd), penganiayaan salah (al-jarh al- khata ).



3. Jarimah Ta‘zir yaitu memberi pelajaran, artinya suatu Jarimah yang diancam
dengan hukum ta*zr yaitu hukuman selain had dan gisas djyat. Pelaksanaan
hukuman ¢4 %, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak,
baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya
diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.’

Mengenai masalah penganiayaan dan pembunuhan diancam dengan hukum
gisas, akan tetapi tidak Sémua penganiayaan dan pembunuhan diancam dengan
hukum gisas, ada juga yang sebatas dikenakan diyar, Yyaitu pembunuhan atas
dasar ketidaksengajaan. Dj dalam penulisan karya ilmiah yang membahas
masalah penganiayaan dengan pemberatan maka masalah penganiayaan terhadap
ibu hamil yang berakibat matinya janin termasuk kedalam pembunuhan yang
tidak disengaja (menyerupaj sengaja) karena telah memenuhi unsur-unsur darj
pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu:

1. Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian,

2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan,

3. Sikorban darahnya dilindungi.

4. Yang digunakan untuk membunuh pada umumnya tidak mematikan

Yang dimaksud dengan pembunuhan menyerupai sengaja ialah perbuatan
yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain dan menggunakan alat yang

pada umumnya tidak mematikan. Dinamai pembunuhan menyerupai kesengajaan

7 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidang Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 13
® Ahmad Jazuli, Figh Jinayah Upaya Menanggulangi Kesalahan Dalam Islam, (Jakarta: PT Bulan
Bintang, 1996), 128



karena pembunuhan ity diragukan antara kesengajaan dan kesalahan, karena
secara prinsip pemukulan yang dimaksud tetapi pembunuhan tidak dimaksud,
Maka dinamai pembunuhan serupa dengan kesengajaan, bukan pembunuhan
kesengajaan sepenuhnya dan bukan pula pembunuhan kesalahan secara mutlak.
Karena hukum qisas pada prinsipnya adalah melindungi darah, maka pembalasan
tidak dibenarkan melainkan berdasarkan data yang otentik atau perintah Syariat

yang jelas.

@

op ¥+ 0 A E Ll Ly B M L & Iy o CoPE A2

P ° i . 2 //: o » P 7.° s o s o & P .0 27 .r;f"‘
Lu.ﬂyoKbyg‘}.uca: x,jfoberawggl,.di@uLfgﬁpJf
2 B0

.o oo ‘. ., 0 0. © s . ° .° ° e ® -, @ k4 .« 51
:Lg.-.:“_wwiﬂf‘Lm.!ljc,b,...]l.,oKleg;Ml@;o}Yf:dug

s o

.

minum para jamaah haji dan pengabdian pada ka’bap,”

Kemudian beligy berkata, “Ketahuyilah bahwa diyat pembunuhan yang tidak
sengaja atau mirip dengan Sengaja dan dilakukan dengan tongkat atay Ppecut
adalah seratus unta dan empal puluh diantaranya sedang hamil, "

9 Muhammad Nasiruddin al-Abani, Sahin Sunan Aba Daud, (Jakarta: Pustakazzam, 2006), 194



Dalam masalah pembunuhan yang menyerupai sengaja haram bagi keluarga
untuk menghukum qisas, lantaran ketidaksengajaan Seseorang untuk membunuh
atau menghilangkan nyawa orang lain, dan alternatif hukumannya adalah hukum
diyat (ganti rugi) dan kafarar sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa dan
ta ‘zir dan hukuman tambahannya adalah terhalang menerima waris dan wasiat.

Ketentuan-ketentuan dan sanksi hukum dari latar belakang yang penulis
uraikan, baik pada hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang telah
disebutkan secara singkat dan masih sedikitnya penelitian yang membahas
tentang penganiayaan terhadap jiwa yang masih berupa janin. Maka penulis
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah inj dengan judul
“Studi  Komparasi tentang Sanksi Penganiayaan terhadap Tbu Hamil yang
Mengakibatkan Kematian Janin menurut Pasal 351 KUHP Junto Pasal 90 KUHP
dan Hukum Pidana Islam.”

- Identifikasi Masalah
Dari pemaparan latar belakang masalah diatas maka masalah-masalah yang
muncul dapat di identifikasikan sebagai berikut
1. Pertimbangan hukum pidana dalam menjatuhkan sanks; terhadap tindak
pidana yang mengakibatkan kematian janin,
2. Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan kepada jiwa yang masih

berupa janin,



3. Perbedaan antara pasal 347 KUHP mengenai pengguguran kandungan oleh
orang lain tanpa persetujuan si ibu dengan pasal 351 ayat 2 KUHP.

4. Unsur-unsur yang menjadikan tindak pidana pembunuhan hanya menjadi
akibat dari penganiayaan,

5. Sanksi hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan
menurut pasal 351 ayat 2 KUHP.

6. Sanksi hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan
kematian janin menurut hukum Islam,

7. Perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam
menjatuhkan sanksij mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap ibu hamil

yang mengakibatkan kematian janin.

- Batasan Masalah
Masalah penelitian seperti yang tampak pada identifikasi masalah diatas
sangat luas. Untuk ity perlu dibatasi masalah penelitian tersebut sebagai berikut:
1. Sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan menurut
pasal 351 ayat 2 KUHP Junto pasal 90 KUHP.,
2. Pandangan hukum pidana Islam mengenai delik penganiayaan terhadap ibu
hamil berakibat kematian janin,
3. Perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam mengenai

penganiayaan terhadap ibu hamij] yang mengakibatkan kematian janin,
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D. Rumusan Masalah
Agar masalah yang diteliti menjadi jelas dan lebih operasional, maka

masalah ini perlu di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum atas delik kwalifisir berupa penganiayaan terhadap
ibu hamil berakibat kematian janin dalam pasal 351 ayat 2 KUHP Junto pasal
90 KUHP?

2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam tentang delik kwalifisir berupa
Penganiayaan ibu hamil berakibat kematian janin?

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedua sanksi hukum tersebut?

E. Tujuan Penelitian
Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian inj
adalah:

1. Untuk memahami ketentuan sanksi hukum dari tindak pidana penganiayaan
terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian Jjanin menurut hukum
positif di Indonesia.

2. Untuk memahami pandangan hukum Islam mengenai jarimah (tindak pidana)
penganiayaan,

3. Menganalisa persamaan dan perbedaan antara hukum positif di Indonesia
dengan hukum pidana Islam serta kelebihan dan kelemahan dari kedua sanks;j
hukum tersebut dalam menangani masalah penganiayaan terhadap ibu hamil

berakibat matinya Jjanin,
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F. Kajian Pustaka

Karya-karya pemikiran yang membahas masalah hukum, baik jtu hukum
positif maupun hukum pidana Islam sangatlah banyak dan bukan merupakan
suatu permasalahan baru. Disamping itu banyak pula sudut pandang dan metode
yang berbeda yang membahas masalah tersebut. Tetapi karya-karya pemikiran
yang membahas permasalahan delik penganiayaan yang secara tidak langsung
berhubungan dengan pembunuhan dengan cara membandingkan antara hukum
positif dan hukum pidana Islam masih Jarang ditemukan. Lebih-lebih masuk pada
pembahasan tentang delik penganiayaan terhadap ibu hamil berakibat kematian
janin,

Di fakultas Syariah sendiri telah terdapat karya ilmiah yang berupa skripsi
yang bertemakan aborsi, dalam penelusuran penyusun terdapat skripsi saudara
Edi Susilo (angkatan ‘05) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Tindak Aborsi Kepada Janin Yang Belum Bernyawa”, Skripsi tersebut membahas
tentang aborsi atau pengguguran janin sebelum bernyawa dalam pandangan
hukum Islam. Dan skripsi lain yang disusun oleh Maria Ulfa (angkatan ‘05)yang
berjudul “Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Delik
Pembunuhan”, Yang membahas tentang ruang lingkup pembunuhan, klasifikasi
dan sanksinya menurut ketentuan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

Dan penelitian yang akan dilakukan kali ini memfokuskan pada pandangan

hukum positif dan hukum pidana Islam tentang delik penganiayaan terhadap ibu
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hamil yang mengakibatkan kematian Janin dari segi tindak pidana dan pidana

(sanksi).

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya
dalam hal sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: Dalam aspek teoritis diharapkan bisa menambah khazanah
ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dengan mencoba
membandingkan antara hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai
penganiayaan dan pembunuhan.

2. Aspek praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai
bahan pertimbangan dalam mengatasi  serta mengantisipasi masalah

perbandingan hukum mengenai penganiayaan dan pembunuhan.

H. Definisi Operasional
Untuk mempermudah pembahasan ini akan dijelaskan berbagai istilah
sebagai berikut:

1. Studi komparasi adalah suatu metode perbandingan antara suatu permasalahan
dengan permasalahan yang lain untuk ditemukan persamaan dan perbedaan
dari kedua masalah tersebut

2. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat

menimbulkan rasa sakit, luka dan menimbulkan perasaan tidak enak.



13

3. Janin adalah makhluk yang sedang dalam tahap tumbuh dalam kandungan.

4. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan dan aturan hukum dalam Islam
mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-
orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban).

5. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dijadikan pedoman

di Indonesia dalam menangani masalah pidana,

I. Metode Penelitian
1. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Data tentang penganiayaan yang terdapat dalam KUHP.
b. Data tentang pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana
penganiayaan.
. Data mengenai perbandingan sanksi hukum menurut hukum positif dj
Indonesia dan hukum pidana Islam tentang penganiayaan,
2. Sumber data

a. Sumber data primer: Sumber data pokok dari penulisan karya ilmiah ini

penganiayaan.
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b. Sumber data sekunder: Sumber data yang berupa buku yang berkaitan

dengan masalah ini antara lain:
1) Makhrus Munajat, Dekonstruks; Hukum Pidana Islam, Logung
Pustaka
2) Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang
3) Sayyid Sabiq Fikih Sunnah 10, PT al-Ma’arif
4) R. Sughandi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional
5) Topo Santoso Membumikan hukum Pidana Islam, Gema Insani Press
6) Leden marpaung Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar
Grafika
3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Studi pustaka, teknik ini digunakan untuk mengkaji berbagai sumber
pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan diatas, yang lebih
jelasnya adalah membandingkan dan memahami ketetapan dari dua
hukum yang berbeda mengenai delik penganiayaan terhadap ibu hamil
yang mengakibatkan kematian Jjanin melalui kajian pustaka.

b. Dokumen, teknik inj untuk memahami masalah melalui dokumen

dokumen yang berkaitan dengan Penganiayaan dan pembunuhan,
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J. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini metode analisa data yang penyusun gunakan adalah
analisa kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan komparatif. Deduktif adalah
pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pemyataan yang
bersifat khusus.
Dengan metode inj penyusun mencoba menganalisa data untuk
mengungkapkan ketentuan-ketentuan  hukum tentang penganiayaan dan

pembunuhan dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam,

dan persamaan antar elemen dalam kedua hukum tersebut, sehingga diperoleh
kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian darj sebagian persoalan yang

terdapat dalam pokok permasalahan,

K. Sistematika Pembahasan
Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing
bab terdiri dari sub-sub bab yang terkait. Sehingga membentuk susunan
pembahasan yang integral.
BABI  :PENDAHULUAN
Dalam bab pertama skripsi ini menguraikan tentang latar belakang

masalah kemudian mengidentifikasi masalah dan memberikan batasan
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masalah terhadap masalah tersebut untuk dijadikan peneliti sebagai
pijakan dalam merumuskan masalah, penulis juga memuat kajian
pustaka yang menguraikan beberapa kajian terdahulu baik berupa
buku-buku atau kitab-kitab maupun artikel yang ada relevansinya
dengan pembahasan yang dapat dijadikan pedoman bagi penelusuran
penelitian ini, kemudian menentukan tujuan dan kegunaan penelitian.
Selain itu juga penulis akan memberikan definisi operasional yang
merupakan penjelasan pengertian dari variable yang akan diteliti yang
bersifat operasional, metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan karya ilmiah inj menggunakan sistematika pembahasan
sehingga membentuk susunan yang integral.

: LANDASAN TEORI

Penulis akan menjabarkan  tindak pidana penganiayaan dan
pembunuhan dalam ruang lingkup hukum pidana Islam, pembahasan
ini akan dimulaj dengan pendefinisian mengenai delik penganiayaan
dilanjutkan dengan pemaparan tentang pembagian delik penganiayaan
dan pembunuhan juga dijelaskan mengenai sanksi hukuman bagi
pelaku tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan,

: PENYAJIAN DATA

Penyusun akan menguraikan tindak pidana penganiayaan dengan
pemberatan ditinjau dari segi hukum pidana positif. Pembahasan inj

Juga  meliputi pengertian-pengertian  delik penganiayaan dan
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pembunuhan, klasifikasi penganiayaan dan pembunuhan kemudian
diakhiri dengan penjelasan sanksi-sanksinya.

: ANALISA

Merupakan bab yang berisi kajian perbandingan terhadap sistem
hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam dihadapkan pada
permasalahan penganiayaan terhadap ibu hamil berakibat matinya
Janin. Analisa tersebut darj dua segi, yaitu segj tindak pidana dan segi
pidananya, yang kedua berisikan perbedaan dan persamaan dari kedua
sanksi hukum tersebut.

: SARAN DAN PENUTUP

Bab terakhir dalam skripsi ini akan dj kemukakan kesimpulan yang
merupakan jawaban akhir darj pokok permasalahan yang ada. Dan
dalam bab inj Juga di kemukakan Saran-saran dari penyusun serta kata

penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG
PENGANIAYAAN DAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Pengertian Penganiayaan dan Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam dalam terminologi sering disebut dengan istilah
Jinayah atau jarimah, Jinayah merupakan bentuk masdar dari kata jana, Secara
etimoligi jana berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan jingyah diartikan
perbuatan dosa atau salah.!

Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah

dengan asal kata jarama yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah sama halnya
dengan jingyah yang mempunyai arti perbuatan salah_ 3

Untuk mengetahui suaty perbuatan jtu dapat dipandang sebagai perbuatan
Jarimah dan pelakunya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila telah

terpenuhi beberapa unsur, yaitu:

' Luwis Ma’Iuf al-Munjid, (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), 88
? Ahmad Hanafi, Asas-asqs Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 2
* Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 3

18
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1. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan larangan
terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, Dalam syariat
Islam lebih dikenal dengan istilah a/-rukn asy-syar 9. Kaidah yang mendukung
unsur ini adalah tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan
tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas,

2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik ity
perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam
Syariat Islam disebut dengan a/-rukn al-madj.

3. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaky Jarimah haruslah
mukallaf’ yaitu orang yang dapat dimintaj pertanggungjawaban terhadap
Jarimah yang dilakukuannya. Dalam rukun Islam unsur moril disebut dengan
al-rukn al-adabi*

Para ahli fikih telah membuat terminologi khusus untuk mengkatagorikan
tindakan-tindakan pidana berdasarkan hukumannya menjadi dua macam yaitu:

1. Jara’im al-hudid, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum had

2. Jara’im al- Qisas, yaitu tindakan pidana yang bersanksikan hukum qisas’.

Yang kedua ini adalah merupakan tindakan kejahatan yang membuat jiwa
atau bukan jiwa, menderita musibah dalam bentuk luka atau terpotong organ

tubuh.

4 Ibid,, 10
? Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. A. Ali, Jil 10 (Bandung: PT Alma’arif, 1990), 7
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Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidaklah dipakai, yang ada
dalam hukum pidana Islam adalah Jarimah atau jingyah terhadap selain jiwa.
Istilah tindak pidana selain Jiwa menurut Abdul Qadir ‘Audah adalah “setiap
perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai
menghilangkan nyawa”.% Inti dari unsur tindak pidana atas selain Jjiwa seperti
yang dikemukakan Abdul Qadir ‘Audah ialah perbuatan menyakiti. Dengan
demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti ialah setiap jenis
pelanggaran yang menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti
pelukaan, pemukulan dan pemotongan,

Sedangkan pengertian pembunuhan ialah perbuatan seseorang terhadap

orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa baik perbuatan tersebut

dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.’

B. Pengertian Tindak Pidana atas Janin menurut Hukum Pidana Islam
Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila
terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari
ibunya. Terpisahnya (keluarnya) janin inj kadang-kadang hidup dan kadang-

kadang meninggal. Akan tetapi, terlepas dari hidup atay meninggalnya janin

: Abd al-Qadir ‘Audah, ar-Tasyri* al-Jini 7 al-Islamj, Juz 11, (Beirut: Dar al-Kitab al-* Arabi, Tt), 204
1bid, 137

8 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidang Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 221
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akibatnya ada hukumannya tersendiri, karena hukuman tergantung dari akibat

perbuatannya.

Perbuatan pengguguran kandungan itu ada tiga kemungkinan,

1. Dengan perkataan, seperti gertakan, intimidasi yang kemudian mengakibatkan
gugurnya kandungan.

2. Dengan perbuatan, seperti memukul atau member; minum obat kepada
perempuan yang sedang mengandung, atau memasukkan benda yang aneh
kedalam rahim, sehingga kandungannya menjadi gugur.

3. Dengan sikap tidak berbuat, misalnya tidak memberi makan dan minum
perempuan yang sedang mengandung, sehingga kandungannya menjadi
gugur.’®

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan yang berakibat
meninggalnya janin, sebenarnya dapat digolongkan kepada tindak pidana atas
jiwa (pembunuhan), karena dari satu sisi janin sudah dianggap sebagai makhluk
manusia yang bernyawa. Akan tetapi dalam segi hukum, tindak pidana atas janin
dipisahkan dari tmdak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain

Janin walaupun sudah bernyawa, tetapi ia belum bisa hidup mandiri, karena ia

masih tersimpan dalam perut ibunya dan hidupnya sangat tergantung pada

ibunya.'?

® Abd al-Qadir ‘Audah, ar-7; asyri' al-Jina 7 al-Islami, Juz I, (Beirut: Dar al-Kitab al-*Arabi, Tt), 293
' Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 222
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Di atas telah dikemukakan bahwa janin kadang-kadang gugur dalam
keadaan hidup dan kadang-kadang gugur dalam keadaan meninggal. Hidupnya
Jjanin dapat dibuktikan dengan segala sesuatu yang menunjukkan adanya
kehidupan, seperti menangis, bemafas, bergerak dan lain sebagainya. Tindak
pidana atas janin terjadi apabila janin terpisah dari ibunya, Dengan demikian,
apabila perbuatan tindak pidana tersebut tidak mengakibatkan gugurnya
kandungan, melainkan hanya menghentikan geraknya atau pemapasannya saja
maka menurut pendapat imam yang empat, perbuatan tersebut tidak dianggap
Jinayah atas janin, karena hidup atau meninggalnya janin yang masih berada
dalam perut ibunya masih diragukan, dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Menurut Malikiyah, Hanafiyah, dan Syafi’iyah, janin dianggap gugur dalam
keadaan hidup apabila setelah keluar ia memiliki kehidupan, walaupun usia
kandungannya kurang dari enam bulan, Kehidupan tersebut dihitung setelah Jjanin
terpisah dengan sempurna dari ibunya. Apabila janin tersebut diketahui hidup,
sebelum ia keluar dengan sempurna, misalnya baru keluar kepalanya ia menangis
beberapa kali, tetapi setelah keluar langsung meninggal, maka ia dianggap gugur
dengan keadaan meninggal.!!

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, untuk dapat dikenakan

meninggalnya ibu maka pelaku tidak bisa dituntut atas perbuatannya apabila Jjanin

' Abd al-Qadir ‘Audah, ar 7; asyri* al-Jina'7 akislamj, Juz II, (Beirut: Dar al kitab al-‘Arabi, Tt), 296
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tersebut gugur dalam keadaan meninggal, karena meninggalnya ibu merupakan
penyebab yang jelas atas meninggalnya janin. Adapun apabila janin itu gugur
dalam keadaan hidup setelah meninggalnya ibu, maka pelaku dikenakan
pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan ia wajib membayar diyat apabila
janin tersebut meninggal karena perbuatannya. Apabila bayi itu tetap hidup maka
pelaku dikenakan hukuman 7z zjr- 12

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, pelaku tetap dibebani
pertanggung jawaban atas perbuatannya, baik janin itu gugur ketika ibu masih
hidup maupun sesudah meninggalnya (ibu), baik janin itu keluar dalam keadaan
hidup maupun meninggal. Hal ini karena gugurnya janin disebabkan oleh
perbuatan pelaky. 3

Seperti halnya tindak pidana atas jiwa, tindak pidana atas janin menurut
mazhab Maliki, kadang-kadang terjadi dengan sengaja dan kadang-kadang terjadi
karena kesalahan. Sedangkan menurut pendapat yang rgjik dari mazgb Syafi’i dan
Hanafiyah serta Hanabilah, tindak pidana atas janin tidak terjadi dengan sengaja,
melainkan menyerupai sengaja atau kesalahan, Perbedaan pendapat ini berlanjut
pada perbedaan mengenai hukuman yang dijatuhkan dalam hal janin gugur dalam
keadaan hidup. Menurut kelompok pertama, hukuman bagi pelaku adalah qisas

apabila sengaja, sedangkan menurut kelompok kedua hukumannya hanya djyat.'*

2 Ibid.

¥ Abdullah ibn Qudamah, al-Mugni, Juz VI, (Dar al-Manar, 1368), 802

¥ Abd al-Qadir ‘Audah, at- T asyr* al-Jina 7 al-Islami, Juz 11, (Beirut: Dar al-kitab al-‘Arabi, Tt), 297-
298
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C. Klasifikasi Delik Penganiayaan dan Pembunuhan menurut Hukum Pidana
Islam
1. Klasifikasi delik penganiayaan menurut hukum pidana Islam
Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidaklah dipakai, yang
ada dalam hukum pidana Islam adalah Jarimah atau Jinayah terhadap selain

Jjiwa. Para ulama membagi jinayah terhadap tubuh menjadi lima macam,

yaitu:

a. Ibanat al-Atraf, yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya
pemotongan tangan, kaki, jari, hidung dan lain sebagainya.

b. Izab ma‘s al-Atraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota
badan itu tetap ada tapi tidak berfungsi) misalnya membuat korban buta,
tuli, bisu dan sebagainya.

C. Asy-Syag, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).

d. Al-Jarh, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk
didalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atay rongga dada.

€. Pelukaan yang tidak termasuk kedalam salah saty dari keempat jenis
pelukaan di atas. 'S

Khusus pada asy-Syaj menurut ulama salafada dua kelompok,'® yaity:

a. Pelukaan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketetapan dari Syariat

15 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari’at dajam Wacana dan Agendg,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 38
' Abii Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim, (Beirut: Dar al-F ikr, 1995), 425
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2)

3)

4)
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Al-Mudihah, yaitu pelukaan terhadap wajah atau kepala yang
menampakkan tulang.

Al-Hasyimah, yaitu pelukaan terhadap wajah atay kepala yang
menyebabkan pecah atau patahnya tulang,

AI-Ma’mimah, yaitu pelukaan terhadap wajah atau kepala sampai
pada kulit otak.

Ad-Damigah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada
kulit otak dan memecahkannya, pelukaan ini lebih berat daripada a/-

Ma’mumah.

Sedangkan yang kedua adalah pelukaan terhadap kepala atau wajah yang

belum ada penjelasan dari Syariat tentang diyatya,"’ yaitu:

1)

2)

3)

4)

Al-Kharisah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang
merobekkan sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah,
Ad-Damiyyah, yaitu pelukaan terhadap kepala atay wajah yang
merobekkan kulit dan mengeluarkan darah,

Al-Badi‘ah, yaity pelukaan terhadap kepala atay wajah yang
memutihkan tulang, artinya mematahkan tulang,

Al-Mutalahimah, yaitu pelukaan terhadap kepala atay wajah yang

meremukkan tulang, hal inj lebih berat daripada al-Badi‘ah,

Y Ibid., 430
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5) As-Simhag, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir
mengenai tulang.
Kemudian pada jenis a/-/ar# dibedakan pula menjadi: '
a. Jaifah yaitu pelukaan yang sampai ke rongga perut.
b. Pelukaan pada rongga dada, contohnya mematahkan tulang rusuk.
¢. Mematahkan lengan tangan atas, betis, atau lengan bawah.
2. Klasifikasi delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam
Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara“ Hal ini

didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur’an surah al-An’am ayat 15]
sebagai berikut:

G vy a2 Yy
dan  janganlah kamy membunuh  jiwg yang  diharamkan Aligh
(membunuhnya) melainkan dengan suaty (sebab) yang benar...(QS. al-

An‘am: 151)"
Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai

berikut:
a. Pembunuhan yang dilarang, yaity pembunuhan yang dilakukan dengan
melawan hukum.
b. Pembunuhan dengan hak, yaity pembunuhan yang dilakukan dengan tidak
melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh

$eorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman matj.2°

'® Ibid., 430

" T.M. Hasbi As-Siddiqi, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Madinah: Mujamma’ Khadim al-Haramain
asy-Syarifain, 1971), 214
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Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kedalam beberapa bagian,
yaitu: |
a. Pembunuhan sengaja (qat! al-‘amd).

Suatu perbuatan terhadap seseorang dengan maksud untuk
menghilangkan nyawa terhadap orang lain karena adanya permusuhan,
dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau
benda-benda yang berat baik secara langsung maupun secara tidak
langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan tersebut). Adapun unsur-
unsur dari pembunuhan sengaja adalah:

1) Pelaku adalah mukallaf; dan berakal.

2) Adanya niat dan rencana untuk membunuh.,

3) Korban adalah orang yang dilindungi darahnya,

4) Alat yang digunakan Pada umumnya dapat mematikan. 2!
b. Pembunuhan menyerupai sengaja (qgat/ syibh a- ‘amd).

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada njat
dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak
adanya niat membunyh tersebut dapat dilihat darj alat yang digunakan.
Apabila alat tersebut Pada umumnya tidak akan mematikan, seperti

tongkat, ranting kayu, sapu lidi, atau batu kerikil maka pembunuhan yang

" Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidang [slam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 139

a Ahmad Jazuli, Figh Jinayah Upaya Menanggulangi Kesalahan Dalam Isiam, (Jakarta: PT Bulan
Bintang, 1996), 127
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terjadi termasuk kedalam pembunuhan menyerupai sengaja. Adapun
unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja adalah:

1) Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian.

2) Adanya maksud penganiayaan atau permusuhan.

3) Korban darahnya dilindungi.

4) Alat yang digunakan pada umumnya tidak mematikan 22

Pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khata)).

Didalam pembunuhan karena kesalahan sama sekali tidak ada unsur
kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan
tindak pidana pembunhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena
kelalaian dari pelaku. Perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya
adalah perbuatan mubah, tetapi karena kelalaian pelaku, dari perbuatan
mubah tersebut timbul suaty akibat yang dikategorikan sebagai tindak
pidana. Dalam hal inj pelaku tetap dipersalahkan, karena ia lalai atau
kurang hati-hati sehingga menyebabkan kematian orang lain. Adapun
unsur-unsur dari pembunuhan karena kesalahan adalah:

1) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian,
2) Terjadinya perbuatan ity karena kesalahan bukan karena kesengajaan.

3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan

kematian korban,

2 Ibid, 128
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4) Korban darahnya dilindungj.?®

Sebenarnya masih ada pendapat lain yang membagi pembunuhan
kepada empat dan lima bagian, namun apabila diperhatikan pembagian
tersebut hanyalah pengembangan dari pembagian yang dikemukakan oleh
jumhur ulama. Oleh karena ity dalam pembahasan selanjutnya penulis

akan mengikuti pendapat dari_jumburulama tersebut.

D. Sanksi atas Tindak Pidana terhadap Jiwa, Bukan Jiwa dan Janin
1. Sanksi tindak pidana atas Jiwa (pembunuhan)

Hukuman merupakan suaty cara pembebanan pertanggungjawaban
pidana guna memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dengan
kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan
masyarakat,?* Dengan demikian hukuman harus  mampu mencegah dari
perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya tindak pidana maupun
untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar
kecilnya hukuman sangatlah tergantung pada kebutuhan kemaslahatan
masyarakat, Jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka
hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya ?

Dalam penjelasan mengenai tindak pidana terhadap jiwa (pembunuhan)

telah disebutkan bahwasanya menurut hukum pidana Islam pembunuhan

B Ibid, 128
Z Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidang Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990), 55

Ahmad jazuli, F; iqgh Jinayat, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1997), 26-27
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dibagi menjadi tiga bagian yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan

menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan.

a. Sanksi pembunuhan sengaja

Sanksi pokok dari pembunuhan sengaja adalah gisas, qisas wajib

dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban.
Para wlams’ mazab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku
pembunuhan sengaja adalah gisas. hukuman qisas disyariatkan
berdasarkan Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:
Y5 0 3535 22 S B g 2o 8 Sl G
S B U ) D66, i G S s, b b A,

¢‘¢ '.4 ’.’r :/0/ s o 471’/04/0"/0
(\VA)rfllt,)Mﬁl‘dsg‘,L!bdqu:dwa_,r%Jw

sesudah itu, baginya siksq yang sangat pedih. (QS, al-Baqgarah: | 78)%
Namun seperti yang tertera pada ayat diatas pula, hukuman giss

dapat gugur apabila ada peéngampunan dari walj (keluarga) sikorban, dan

pelaku jarimah tersebut akan mendapatkan hukuman pengganti dari gisas

tersebut.

% TM. Hasbi Ash-Shiddiqi, al-Qur’an dgn Terjemahannya, (Madinah: Mujamma®’ Khadim a)-
Haramain asy-Syarifain, 1971), 43 '
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Sanksi pengganti dari hukuman gisas adalah djyat, djyat merupakan
‘Uqubah maljyah (hukuman yang bersifat harta), Yang diserahkan kepada
korban atau walinya.?” Dasar hukum untuk wajibnya hukuman diyat ini
terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ayat 92 berikut:

s - s 0 _r:/ or.’ . %o ’z:ozr T - % o ’l'_r’_ ° ’_’ e
23 A% 43, }ﬁ”{bftfﬁdﬂwjikﬁyg%}:ﬁvfgfﬂ,v‘f‘v
5% oy f i

'el 3

dan barang siapa membunuh seorang mukmin kareng tersalah,
(hendaklah) ia memerdekakan hamba Sahaya yang beriman serta
membayar djyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)
kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. (OS. An-Njsa* 92)%

Hukuman pengganti yang kedua untuk pembunuhan sengaja adalah
laZir Hanya saja apakah hukuman t2%jr inj wajib dilaksanakan atay
tidak masih diperselisihkan oleh para fiugaha’® Dj samping hukuman
pokok dan hukuman pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk
pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

Pembunuhan yang menghalangj hak waris, menurut Jumbur ulama
adalah pembunuhan yang melawan hukum, tanpa hak, yang dilakukan
oleh orang balig dan berakal, baik sengaja maupun kekeliruan, Sedangkan

menurut malikiyyah pembunuhan yang menjadi penghalang warisan

adalah pembunuhan sengaja, termasuk pembunuhan menyerupai sengaja

%" Ahmad Wardj Muslich, Hukum Pidana Istam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 167

® T.M. Hasbj Ash-Shiddiqi, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Madinah: Mujamma’ Khadim a)-
Haramain asy-Syarifain, 1971), 126

* Ahmad Wardj Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 172
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yang dikenal oleh jumhur Dengan demikian pembunuhan karena
kesalahan tidak menghapuskan hak waris,
Sanksi pembunuhan menyerupai sengaja

Pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum Islam diancam
dengan beberapa hukuman, sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan
sebagian lagi hukuman tambahan, Hukuman pokok untuk tindak pidana
menyerupai sengaja adalah diyat. Sedangkan hukuman pengganti yaitu
ta‘zir. Hukuman tambahan yaitu pencabutan hak waris dan wasiat,

Pembunuhan menyerupai sengaja tidak diancam dengan hukuman
gisas melainkan diyat mugalladah. Diyat qatl syibh al-‘amd (pembunuhan
menyerupai sengaja) sama dengan djyat pembunuhan sengaja, baik dalam
jenis, kadar, maupun pemberatannya. Hanya saja keduanya berbeda dalam
hal penanggungjawab dan jangka waktu pembayarannya. Dalam
pembunuhan sengaja, pembayaran diyamya dibebankan kepada pelaku,
dan harus dibayar tunaj. Sedangkan djyar untuk pembunuhan menyerupai
sengaja dibebankan kepada ‘agi/ah (keluarga), dan pembayarannya dapat
diangsur dalam waktu tiga tahun. Akan tetapi Imam Malik berpendapat
bahwa gat/ syibh al-‘amd (pembunuha}n menyerupai sengaja) sama dengan

pembunuhan sengaja dalam membebankan djyar kepada pelaky.3!

* 1bid, 173
3 Ibid,
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Apabila hukuman djyar gugur karena sebab pengampunan atau
lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman ¢4y Seperti halnya
dalam pembunuhan sengaja dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini,
hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman £2zr yang sesuai
dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

Begitu pula hukuman tambahan dalam pembunuhan menyerupai
sengaja yaitu pencabutan hak menerima  waris yang sama dengan
hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja.

C. Sanksi pembunuhan karena kesalahan

Pembunuhan karena kesalahan dalam hukum pidama Islam sama
halnya dengan pembunuhan menyerupai sengaja yakni diyat, namun jenis
diyat yang dibebankan pada jarimah ini adalah divat mukhaffafah,
Sedangkan hukuman pengganti  diyar apabila dimaafkan dalam
pembunuhan karena kesalahan ini tidak ada, dan inj disepakati oleh para
fugaha’*? Hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan
wasiat.

2. Sanksi tindak pidana selain jiwa (penganiayaan)
a. Sanksi atas jarimah jbanar al-atraf
Tindakan pidana /banat al-atraf meliputi tindakan pemotongan,

seperti pada tangan dan kaki, pencongkelan seperti pada mata, dan

% Ibid 178
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pencabutan seperti pada gigi, serta tindakan lain sesuaj dengan jenis
anggota badan. Hukuman pokok untuk Jarimah ibanat al-atraf adalah
qisas, sedangkan hukuman penggantinya adalah diyar atau a2
b. Sanksi atas jarimah izab maa al-atraf
Jarimah jzab ma‘a al-atrafialah menghilangkan fungsi atau manfaat
dari jenis anggota badan tersebut. Sanksi pokok dari Jarimah ini ialah
hukuman gisas, namun faktor kesulitan dalam hal melakukan hukuman
qgisas terhadap tindak pidana menghilangkan manfaat sangatlah besar,
Menurut jumhur fugaha’ selama hal ity memungkinkan akan tetap
diupayakan untuk melaksanakannya, Apabila gisas betul-betul tidak
memungkinkan untuk dilaksanakan maka pelaku dibebani hukuman
diyat >
C. Hukuman atas jarimah syaj
Sanksi hukuman atas Jarimah sysj (pelukaan pda bagian wajah dan
kepala) ialah hukuman gisas dan diyat,
d. Hukuman atas Jarimabh jark
Hukuman gjsgg untuk Jarimah ini diperselisihkan oleh para fugaha’,
Imam Malik berpendapat bahwa gisas berlaku pada semua Jarl;, baik
lukanya munqilah maupun hasyimah. Abu Hanifah berpendapat bahwa

didalam jar# tidak berlaku hukuman qgisas sama sekali, baik Jaifah maupun

 Abhmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Isiam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 209
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&air jaifah. Sedangkan menurut imam syafi’i dan imam Ahmad dalam
Jarimah jarh berlaku hukuman qisas apabila pelukaannya sampai mudihah,
yaitu pelukaan yang sampai ketulangnya.34
3. Sanksi atas jarimah terhadap janin
Hukuman untuk tindak pidana atas janin berbeda-beda sesuai dengan
perbedaan akibat dari perbuatan pelaku, dan akibat jtu dibagi menjadi lima
macam yaitu:
a. Gugurnya kandungan dalam keadaan meninggal
Apabila janin gugur dalam keadaan meninggal, hukuman bagi
pelaku adalah djyat janin, yaitu gurrah (hamba sahaya) yang nilainya lima
ekor unta. Ketentuan inj didasarkan kepada sunnah Tiah atau keputusan

Nabi SAW:
WA L.;;s‘_p.uuﬁuu,l I 06 1;5,@ o S
cla}usuumdyggnygmuwgu;mﬁwcgf%s
,fizao,;wwufri..,wmgu uJ}L;wM‘r%
J> JG o oy ATy 5 ‘G-W«.;L‘J}J‘ By (b iy
Y,ub\!,:}?fiz,uﬂyu;‘i}fu:wuy)u L;,u,u,ucu

’ML«;‘))(,J.W ANGLp&ﬂJSL;JLu'JLJJ)J“;(J:G:A
(= Sl axnl J,.f e OGS Ol
Diriwayatkan dari Aby Hurairah ra.: Pernah dua orang perempuan darz

kabilah Hudzail berkel ahi, kemudian salah seoran ng diantara keduanya
melempar lawannya dengan batuy sehingga ia membunuhnya dengan

¥ Ibid, 216
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(anin) yang ada dalam kandungan lawannya sekaligus. Mereka kemudian
mengadukan itu kepada Rasulullgh SAW. Maka Rasulullah SAW
menentukan hukuman bahwa diyat untuk janinnya adalah gurrah (hamba
sahaya) laki-laki ( ‘abd) atau perempuan (amat) dan Napi Jjuga
memutuskan djyat untuk perempuan (ibunya) dibebankan keluarganya (si
pembunuh) dan diwarisi oleh anaknya dan orang yang beserta dia (ahli
warisnya). Kemudian Hamal bin Malik bin nabigah al-huzali berkata,
“Wahai Rasulullah, bagaimana saya harus membayar diyat orang yang
belum bisa minum, makan, dan berbicara, bahkan belum bisa menangis?
Peraturan yang seperti ity dihapus saja.” Lalu Rasulullah bersabda,
“Orang ini benar-benar sekawanan ahli tenung, sesuqai dengan sajak yang
dibacakannya. ” (Muttataq ‘alaip )’

Gurrah berlaku baik untuk janin laki-laki maupun janin perempuan.
Perhitungannya adalah untuk janin laki-laki seperduapuluh diyar laki-laki,
dan untuk janin perempuan  sepersepuluh  diyar  kamilap untuk
perempuan. Hasilnya tetap sama yaitu lima ekor unta karena diyat
perempuan adalah separuh dari diyat laki-laki.

b. Gugurnya janin dalam keadaan hidup tetapi kemudian meninggal akibat
perbuatan pelaku

Apabila janin gugur dalam keadaan hidup tetapi kemudian ia
meninggal akibat dari perbuatan pelaku, menurut pendapat ulama yang
menyatakan adanya kesengajaan, hukumannya adalah gisas. Akan tetapi,

bagi ulama yang berpendapat tidak ada kesengajaan dalam tindak pidana

% Al-Hafiz Zaki al-Din, Abd al-Azim al-MunZiri, Ringkasan Sahih Muslim, (Bandung: Mizan, 2002),
Riwayat Abu Hurairah, Hadis No. 1032

3 Diyat kamilah alah diyat sempurna Yaitu seratus ekor unta, berlaku apabila manfaat Jenis anggota
badan hilang sama sekali. Hal ini terjadi dengan perusakan seluruh angota badan atay dengan
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atas janin, melainkan hanya syibh al-‘amd, hukuman bagi pelaku adalah
diyat kamilah.

Diyat kamilah untuk janin berbeda sesuai dengan perbedaan
jenisnya. Untuk diyat janin laki-laki berlaku diyat laki-laki yaitu seratus
ekor unta, sedangkan diyat untuk janin perempuan berlaku djyar
perempuan, yaitu separuh diyar laki-laki (lima puluh ekor unta).

. Gugurnya janin dalam keadaan hidup terus atau meninggal karena sebab
lain

Apabila janin gugur dalam keadaan hidup dan ia tetap bertahan
dalam hidupnya, atau kemudian ja meninggal karena sebab lain, hukuman
bagi pelaku adalah hukuman 72 Hal ini karena meninggalnya janin
tersebut bukan dari perbuatannya.

- Janin tidak gugur atau gugur setelah meninggalnya ibu

Apabila karena perbuatan pelaku janin tidak gugur, atau ibu
meninggal sebelum kandungannya keluar, atau Jjanin gugur setelah
meninggalnya ibu maka hukuman bagi pelaku bagi semua kasus inj adalah
tazir. Ketentuan ini berlaky apabila tidak ada petunjuk yang pasti bahwa
tindak pidana yang dilakukan oleh pelakumengakibatkan meninggalnya
Jjanin, atau menggugurkannya, dan meninggalnya ibu tidak ada kaitannya

dengan ini.
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Tindak pidana mengakibatkan luka pada ibu, menyakitinya, atau
menyebabkan kematian

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya
menggugurkan kandungan, melainkan menimbulkan akibat pada ibu baik
luka potong, atau bahkan meninggal maka akibat tersebut harus di
pertanggungjawabkan oleh pelaku, sesuai dengan akibat yang terjadi.
Kalau akibatnya berupa meninggalnya ibu maka disamping gurrah untuk
Janin, juga berlaku hukuman diyat untuk ibu, yaitu lima puluh ekor unta.
Apabila pelaku memukul ibu dengan pukulan yang tidak meninggalkan
bekas, tetapi menggugurkan janinnya dalam keadaan mati, untuk
pemukulan pelaku dikenakan hukuman #2zF, dan untuk pengguguran
kandungannya berlaky diyat janin, yaitu gurrah berupa lima ekor unta,3’

Di samping hukuman yang telah disebutkan untuk lima Jenis akibat

dari tindak pidana atas Janin, terdapat pula hukuman yang lain, yaitu hukuman

kitarat. Hukuman Kifarat inj berlaku apabila janin gugur, baik dalam keadaan

hidup ataupun mati, dan pelakunya ibu Maupun orang lain. Apabila janin itu

kembar menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad maka Kifarat-nya juga

berlipat

38

37 Ahmad W
% Ibid, 226

ardi Muslich, Hukum Pidang Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him 226
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Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kifarar dalam Jinayah atas

janin hanya mandub (tidak wajib). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah

kifarat hanya beraku apabila janin gugur dalam keadaan hidup.**

¥ Abd al-Qadir Audah, at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Tt), 302
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TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK PENGANIAYAAN
BERAKIBAT MATINYA JANIN MENURUT PASAL 351 KUHP
JUNTO PASAL 90 KUHP

A. Pengertian Delik Penganiayaan Delik Kualifisir dan Pengguguran
Kandungan menurut Hukum Positif

Delik penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu
suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Namun dalam
KUHP tidak dijelaskan arti sesungguhnya dari ”penganiayaan”. Menurut
yurisprudensi arti “penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang
menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit ataupun luka.”! Kemudian ilmu
pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan
yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada
orang lain.”?

Sedangkan delik kualifisir dj dalam hukum pidana positif ialah suatu tindak
pidana dengan pemberatan, suatu tindak pidana dapat dikualifisir apabila pelaku
melakukan tindak pidana dengan pemberatan, misalnya merampok dengan
kekerasan dan melukaj atau membunuh korban, begitu pula menganiaya
perempuan yang tengah hamil kemudian mengakibatkan meninggalnya janin

wanita tersebut.

40
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Pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata “aborrus provocatus”
yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”.
Kata-kata gugur kandungan tidaklah sama artinya dengan matinya janin, karena
ada kemungkinan janin dalam kandungan dapat dibunuh tanpa gugur.’ Adapun
yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan
perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang
pe€rempuan yang menimbulkan akibat lahimya bayi atau janin dari dalam rahim
perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan, lahirnya bayi atau janin yang

belum waktunya itulah yang menjadi maksud dan tujuan (niat) dari pelaku.*

B. Klasifikasi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Positif
1. Klasifikasi delik penganiayaan menurut hukum positif
Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut
dengan penganiayaan, di dalam KUHP penganiayaan telah diklasifikasikan
menjadi beberapa bagijan yaitu:
a. Penganiayaan yang berdasarkan pada pasal 351 KUHP
Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:
(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua

tahun delapan bulan atay denda sebanyak~banya.knya tiga ratus rupiah.

? Leden Marpaung, Tindak Pidana T erhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 46
* Adami Chazawi, Kejahatan T erhadap Nyawa dan Tubuh, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), 113
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(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun,

(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum
penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan
sengaja.

(5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum. 3

Yang termasuk Pasal 351 ayat (1), bukanlah penganiayaan ringan,
bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan
luka berat atau matinya orang. Maka dari situlah timbul kerancuan antara
Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, karena penganiayaan biasa
yang dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) dalam hal perbuatannya hampir
sama dengan penganiayaan ringan dalam pasal 352, namun sanksi yang
dijatuhkan terhadap pelanggar kedua pasal tersebut berbeda.

Sedangkan dalam pasal 351 ayat (2) dan (3) yang dimaksud luka
berat dan matinyé orang hanyalah sebagai akibat dari perbuatan
penganiayaan , apabila luka berat dari penganiayaan direncanakan sejak
semula, maka dapat dikenakan pasal 354 (penganiayaan berat). Dan
apabila kematian direncanakan sejak semula, maka perbuatan itu
dikenakan pasal 338 (pembunuhan biasa). Mengenai pengertian daripada

luka berat dijelaskan Pada Pasal 90 KUHP diartikan sebagai berikut;

’R. Sugandhi, XUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 366
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1) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member; harapan akan
sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut

2) tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau
‘pekerjaan pencarian

3) kehilangan salah saty pancaindra

4) mendapat cacat berat

5) menderita sakit lumpuh

6) terganggu daya pikir selama empat minggu lebih

7) gugumya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

b. Penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 KHUP

Pasal 352 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan
yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan
Jabatan atau pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan
hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya tiga ratus rupiah. Hukuman ita boleh ditambah scpertiga
bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja
padanya atau yang di bawah perintahnya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum

c. Penganiayaan berencana yang diatur dalam pasal 353 KUHP

Pasal 353 KUHP berbunyi sebagai berikut:

$ Ibid., 107
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(1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,

(3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun’

Unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal ini sama halnya
dengan perencanaan dalam pasal 340 yaitu, “Diperlukan saat pemikiran
dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si
pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan
kejahatan, sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.” #

Sedangkan Leden Marpaung menjelaskan dalam bukunya mengenai
rencana terlebih dahulu adalah “antara timbulnya maksud akan membunuh
dengan pelaksanaannya masih ada wakty bagi pelaku tindak pidana untuk
dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya
pembunuhan itu dilakukan, dan yang perlu di garis bawahi dari unsur ini
pelaku tindak pidana masih dapat dengan tenang berfikir untuk

membatalkan niatnya akan tetapi kesempatan ini tidak ia gunakan.”

? Ibid., 367-368
¥ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa danTtubuh, cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika), 31

® Ibid,, 56



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



46

C. Sanksi Delik Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Positif
1. Sanksi delik penganiayaan menurut hukum pidana positif
Sanksi atau ancaman pidana yang dimuat pada KUHP merupakan
hukuman peninggalan kerajaan Hindia Belanda. Adapun penerapan sanksi
terhadap delik penganiayaan yang termuat dalam KUHP, yaitu yang
tercantum dalam Pasal 351-358 adalah sebagai berikut :

a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, apabila tidak mengakibatkan
luka berat dan korban tidak mati dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya
tiga ratus rupiah, apabila korban luka berat dihukum dengan hukuman
penjara selama-lamanya lima tahun, sedangkan apabila meyebabkan
korban mati dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh
tahun,

b. Penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk
menjalankan jabatan atau pekerjaan, dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus
rupiah,

. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, apabila
mengakibatkan luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya tujuh tahun, dan apabila mengakibatkan kematian dihukum

dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun,
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d. Penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun dan apabila
mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara selama-
lamanya sepuluh tahun.

€. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibtkan luka berat
dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan
apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya lima belas tahun,

f. Turut dalam perkelahian, apabila mengakibatkan luka berat dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan
apabila mengakibatkan kematian dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya empat tahun!!

Untuk tindak pidana penganiayaan terhadap ibu hamil yang berakibat
matinya janin dapat dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP junto pasal 90
KUHP dengan pidana selama-lamanya 5 tahun penjara, karena kematian janin
hanyalah sebagai akibat darj tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana
penganiayaan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana dengan pemberatan
(delik kualifisir) karena tindakan Penganiayaan dari pelaku mengakibatkan

kematian

" Ibid., 366-370



BAB IV

ANALISIS PERBANDINGANAN DELIK PENGANIAYAAN

TERHADAP IBU HAMIL YANG MEN GAKIBATKAN
KEMATIAN JANIN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Analisis dari Segi Tindak Pidana

1.

Persamaan

Berdasar pada pembahasan Bab II dan Bab III, dapat disimpulkan
bahwa antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama
melarang adanya perbuatan penganiayaan serta pembunuhan dan telah
mengatur keduanya dengan memberikan ancaman hukuman yang tegas.
Kedua sistem hukum tersebut Juga pada dasarnya sama dalam merumuskan
delik penganiayaan serta delik pembunuhan, yaitu penganiayaan merupakan
suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap orang lain secara
melawan hukum sedangkan pembunuhan dirumuskan sebagai tindakan yang
mengakibatkan hilangnya nyawa atau Jiwa orang lain tanpa adanya hak yang
sah.

Dalam hukum pidana Islam penganiayaan terhadap ibu yang sedang
hamil sehingga mengakibatkan janin yang ada dalam kandungannya
meninggal mendapatkan satu macam tindak pidana yang berlanjut, yaity
tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan tindak pidana pembunuhan,

demikian juga dalam hukum pidana positif,

48
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Dalam mengartikan sebuah delik atau tindakan yang dapat dipidana
haruslah ada unsur-unsur tertentu di dalamnya, unsur-unsur tersebut menurut
hukum positif adalah:

a. Suatu perbuatan
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
¢. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana positif tersebut sama
dengan unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana Islam, unsur-unsur
tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur formil, yaitu adanya ketentuan atau aturan yang menunjukkan
larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman,

b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum baik ity
perbuatan nyata-nyata berbuat atau sikap tidak berbuat

. Unsur moril, yaitu unsur yang terdapat pada pelaku. Pelaku Jarimah
haruslah mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban
terhadap jarimah yang dilakukannya.?

Berkenaan dengan kasus yang dikemukakan di sini, yaitu tentang
penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin, dapat
dilihat bahwa dalam kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

jelas merupakan sebuah delik. Bajk itu dipandang dari segi hukum pidana

' Leiden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (Jakarta:Sinar Grafika, 1991), 4
? A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. Ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9
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Islam maupun dari segi hukum pidana positif. Dalam kasus tersebut terdapat
satu macam delik yang mengakibatkan dua peristiwa pidana, yang pertama
adalah delik penganiayaan yang ditujukan terhadap si ibu dan yang kedua
adalah kematian janin sebagai akibat dari penganiayaan tersebut.

Di samping hal tersebut, kasus tersebut telah lengkap mengandung
unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Sehingga apabila ada orang yang
melakukan perbuatan itu dapat dikenakan pidana sesuaj dengan aturan yang

telah ditentukan masing-masing hukum.

. Perbedaan

Kedua hukum tersebut sama dalam memandang bahwa darj segi tindak
pidana perbuatan yang dilakukan dalam kasus itu merupakan delik
penganiayaan serta delik pembunuhan, akan tetapi dalam merumuskan jenis
dari tindak pidana tersebut terdapat beberapa perbedaan.

Hukum pidana Islam membagi penganiayaan menjadi berbagai jenis.
Pembagian tersebut berdasar bentuk perbuatan serta akibat yang ditimbulkan.
Sedangkan dalam tindak pidana pembunuhan hukym pidana Islam
membaginya berdasarkan sifat darj perbuatan tersebut. Secara garis besar
penganiayaan dalam hukum Islam terbagi atas jinayah al-atraf, asy-syaj, serta
al-jarh, sedangkan pembunuhan terbagi atas qatl al-‘amd, qatl syibh al-“amd

serta gatl al-khata'
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Dalam hukum pidana positif pembagian keduanya berdasarkan atas
berat ringannya tindakan, akibat yang ditimbulkan serta unsur-unsur lain yang
ada, seperti adanya perencanaan terlebih dahulu dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui kasus yang dikemukakan dalam pembahasan kalj
ini masuk kedalam jenis mana, hal tersebut dapat dilihat dari akibat yang
diderita oleh si ibu dan calon bayinya, apakah itu berupa luka-luka, terpotong
anggota tubuhnya, atau luka dalam. Sehingga sanksi yang harus diterima oleh
pelaku juga tergantung dari akibat yang diderita si korban.

Kemudian mengenai tindak pidana pembunuhannya pun menurut
hukum pidana Islam dalam mengkatagorikan jenisnya Juga harus melihat sifat
dari pembunuhan tersebut apakah sengaja untuk membunuh sj janin, ataukah
hanya kesalahan saja. Setelah itu baru dapat ditentukan jenis hukuman yang
harus diterima oleh pelaku.

Sedangkan dalam hukum pidana positif, apabila mencermati KUHP
lebih dalam terdapat pasal yang menyinggung tentang gugurnya janin dalam
kandungan, yaitu pada pasal 90 KUHP tentang pengertian “luka berat”, dalam
pasal tersebut disebutkan, luka berat berarti:

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member; harapan akan sembuh
sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut

b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas Jjabatan atau
pekerjaan pencarian

¢. Kehilangan salah satu pancaindra
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d. Mendapat cacat berat

e. Menderita sakit lumpuh

f. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih

g Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan >

Dalam rumusan luka berat yang paling bawah disebutkan bahwa yang
termasuk dalam katagori luka berat adalah gugurnya atau matinya kandungan
Seseorang perempuan. Hal tersebut apabila kita tarik ke dalam kasus yang
penyusun kemukakan dapat diartikan bahwa kasus tersebut merupakan kasus
penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban, dalam hal ini
adalah matinya janin yang dikandung oleh si korban. Kemudian jika kita lihat
‘dari pembagian jenis penganiayaan menurut KUHP terdapat beberapa jenis
penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yaitu penganiayaan yang diatur
dalam Pasal 351, 353, 354, 355 dan juga 358 KUHP.

Untuk mengetahui penganiayaan dalam kasus tersebut masuk pada
jenis yang mana perlu diketahui unsur-unsur yang menyertainya, seperti pada
pasal 353 dan 355 KUHP, yang berbunyi:

(1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

’R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 107
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(3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.*

Sedangkan pasal 355 berbunyi:

(1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.’®

Maka harus ada unsur perencanaan terlebih dahulu dalam

penganiayaan yang dimaksud dalam pasal 353 dan pasal 355

Sedangkan apabila matinya janin itu dikatagorikan pada pembunuhan,
maka pasal yang berkenaan adalah pasal 347 KUHP tentang pengguguran

Janin tanpa persetujuan si ibu. Dalam pasal tersebut dijelaskan:

(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan
Seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun

(2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun®

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bentuk dari perbuatannya,

apakah itu berupa penganiayaan atau yang lainnya, yang menjadi pokoknya

* Ibid., 368
3 Ibid.; 369
® Ibid., 148.
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adalah bentuk kesengajaan dari pengguguran kandungan itu sendiri yang

tanpa persetujuan si ibu.

B. Analisis dari Segi Pidana
1. Persamaan

Baik di dalam hukum pidana Islam maupun pidana positif telah
dirumuskan tentang sanksi hukuman bagi setiap perbuatan yang melawan
hukum. Mengenai delik penganiayaan terhadap ibu hamil sehingga
mengakibatkan kematian janin yang dikandung apabila ditinjau dari kedua
sistem hukum, hukum pidana Islam dan hukum pidana positif pada dasarnya
hanya ada sedikit persamaan akibat hukumnya. Persamaan tersebut terletak
pada masalah pemberian pidana serta tujuan dari diadakannya sanksi pidana,
yaitu bahwa dengan adanya hukuman atay sanksi pidana sama-sama bertujuan
untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman
kepada masyarakat serta individu,

Dalam hukum pidana Islam delik penganiayaan merupakan suatu delik
dengan ancaman sanksi tertenty yang telah ditetapkan. Delik tersebut
ketentuan hukumnya berdasar pada al-Qur’an juga pada as-Sunnah, ketentuan
yang ada dalam al-Qur'an adalah pada surat an-Nisa’ ayat 92 yang berbunyi
sebagai berikut:
bor B2y Bnga 13, b lastlia g J5 oy Ly Lage Joi OF agl OIS ..

Az Of VI alaf i
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.... dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah)
ia memerdekakan hanba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang
diserahkanya pada keluarganya (terbunuh tersebut) kecuali jika mereka
(keluarga terbunuh) bersedekah (OS. an-Nisa* 92)’

Sedangkan hadis yang menerangkan mengenai ketentuan hukum delik
penganiayaan atau dalam istilah pidana Islam sebagai Jarimab/jinayah
terhadap selain jiwa adalah sebagai berikut:

ol 3y LRl oeisd 3y L4l oL 3y L4 e el 13 Y g, -
Bl

“Sesungguhnya hidung apabila dipotong seluruhnya dendanya satu djyat
penuh, lidah satu diyat penuh, dua bibir satu diyat penuh, dua buah telur
kemaluan satu diyat penuh, kemaluan satu diyat penuh, kedua mata satu diyat
penuh, mengenai pemotongan satu kaki diyamya setengah™®

Dalam KUHP ketentuan hukum mengenai delik penganiayaan ini
tertuang dalam pasal 351-358 KUHP, pasal-pasal tersebut adalah sebagai
berikut:
Pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua
tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

7 T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, 4/l-Qur’an dan T erjemahannya, (Madinah: Mujamma’ Khadim al-
Haramain asy-Syarifain, 1971), 126

® Ibn Abdus samad at-Tamimi as-Samarqandi ad-Darami, Sunan ad-Darimi, Bab ad-Diyah (Beirut:
Dar al-Fikr, t.t.). II : 192-193. Hadis Nomor 2260. Riwayat Abu Daud
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(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, yang bersalah dihukum
penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan
sengaja.

(5) Percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.®

Pasal 352 KUHP bunyinya sebagai berikut:

(1) Lain daripada hal tersebut dalam Pasal 353 dan 356 penganiayaan yang
tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau
pekerjaan, dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman
penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga
ratus rupiah. Hukuman itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang
melakukan kejahatan ity terhadap orang yang bekerja padanya atau yang
di bawah perintahnya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum.'®

Pasal 353 KUHP bunyinya sebagai berikut:

(1) Penganiayaan dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

TOR. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 366
1bid, 367



57

(3) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, !
Pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:
(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun,
(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun, 2
Pasal 355 KUHP yang berbunyi:
(1) Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun,
(2) Jika perbuatan itu berakibat orangnya mati, yang bersalah dihukum dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, '3
Pemberian pidana atau sanksi dalam hukum pidana Islam dapat
dikenakan apabila pelaku penganiayaan ataupun pembunuhan telah memenu]n
kualifikasi dan Syarat-syarat dari suatu delik penganiayaan atau pula delik
pembunuhan, atau di dalam hukum pidana positif biasa disebut unsur-unsur
subyektif dan unsur-unsur obyektif.
2. Perbedaan
Ditinjau dari hukum pidana Islam, secara umum ketentuan hukuman

bagi pelaku penganiayaan yang tertuang dalam al-Qur'an maupun beberapa

n Ibzd 367
Ibui 368
B Ibid,
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hadis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik penganiayaan, yang besar
kecilnya tergantung dari tingkat penganiayaan itu sendiri. Hukuman tersebut
adalah berupa giszs, diyat, ta‘zir serta kifarah, Penetapan dari sanksi tersebut
disesuaikan pada bentuk dari kejahatan yang dilakukan, Sedangkan untuk
delik pembunuhan sanks; hukumannya lebih berat lagi, yaitu hukum qisas
dengan cara membalas membunuh pelaku delik pembunuhan, hukum qisas ini
dilakukan oleh wali si korban, Akan tetapi selain sanksj qisas tersebut bagi
wali si korban diperbolehkan memilih jenis sanksi hukuman bagi pelaku, yaitu
antara hukum gisas atau mengambil diyar. Hal inj berlaku pada jenis
pembunuhan yang dilakukan Secara sengaja, dasar dari ha] tersebut adalah

hadis dibawah inj:

d J3 s 1B oLy ale B Lo s, JG 1 J6 A s Gle,
15k of Jaudl 1giony of Lf i e ov el ol 5 sy 5

“Dari Abi Syuraih al-Khuza i ia berkatq; Telah bersabda Rasulullah Saw, «
Maka barang Siapa yang salah seorang anggota keluargannya menjadi
korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan
Yaitu, adakalanya memilip diyat atau memilih gisas” (HR. Abu Daud dan
Sedangkan dalam hukum pidana positif, ketentuan sanksi hukuman bagi

pelaku penganiayaan dengan pemberatan disertakan dalam pasal yang

mengatur ketentuan mengenai penganiayaan dengan pemberatan ity sendiri;

1 Muhammad ibn Isma‘it al-Kahlani; Subul as-Salam; Juz It (Mesir: Matba’ah Mustafa al-Babi al-
Halabi, 1960), 243
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yaitu pada Pasal 351 KUHP. Dalam Pasal tersebut termuat ancaman hukuman
bagi pelaku penganiayaan sesuai dengan jenis penganiayaannya dan akibat
yang ditimbulkan, sanksi hukuman tersebut berupa hukuman penjara serta
hukuman denda. Dalam hal delik penganiayaan ini tidak ditetapkan adanya
hukuman mati, karena hukuman mati dalam hal kejahatan hanya ada dalam
delik pembunuhan, itupun tidak semua pembunuhan diancam dengan
hukuman mati.

Dalam kasus yang dikemukakan oleh penyusun dalam penelitian ini,
yaitu penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin,
berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat
disimpulkan bahwa menurut hukum pidana positif sebagaimana tercantum
dalam KUHP, terdapat dua buah delik yang berlanjut, yaitu delik
penganiayaan yang dilanjutkan delik pembunuhan. Pembunuhan terhadap
bayi yang masih berada dalam kandungan (abors) diatur dalam KUHP dalam
Pasal 346, 347 dan 348. Namun jika melihat pada kasus yang ada, dan dilihat
dari unsur-unsur yang meliputinya. Maka yang dapat dikenakan untuk
memberikan ancaman pidana lebih mengarah pada pasal 351 KUHP yang
bunyinya sebagai berikut :

(1) Penganiayaan dipidana dengan pidana selama-lamanya dua tahun delapan

bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah
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(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya limatahun

(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana
penjara selama-lamanya tujuh tahun

(4) Dengan penganiayan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja

(5) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dapat dipidana '*

Apabila berdasarkan Pasal 90 KUHP dalam mengartikan luka berat dan
diterapkan dalam pasal-pasal penganiayaan, maka dalam Pasal 351 KUHP
ayat (2) tentang penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat yang
menyatakan: “Jika perbuatan itu berakibat huka berat, yang bersalah dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”'® maka perbuatan
penganiayaan dalam tindak pidana penganiayaan terhadap ibu hamil yang
mengakibatkan kematian janin merupakan penganiayaan yang mengakibatkan
luka berat dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya lima tahun,

Yang membedakan pasal diatas dengan pasal 347 adalah dari segi niat
dan tujuan dari pelaku, Apabila kita simak pasal 347 KUHP (1) dapat
diketahui bahwa perbuatan menggugurkan kandungan atau janin dilakukan
secara “dengan sengaja”, dari sana nampaklah jelas tindak pidana yang

dilakukan adalah untk menggugurkan kandungan atau janin dari si ibu, Gugur

:Z R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 366
Ibid,, 107
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atau matinya janin bukanlah hanya sebagai akibat dari tindak pidana yang
dilakukan melainkan menjadi tujuan yang disengaja.

Sedangkan dari segi hukum pidana Islam, dijelaskan bahwa apabila ada
Janin yang mati karena adanya jingyah atas ibunya baik secara sengaja atau
kesalahan dan ibunya tidak ikut mati, maka dalam hal tersebut diwajibkan
hukuman yang berupa gurrah, baik janin itu mati setelah keluar dari
kandungan atau mati di dalam kandungan baik janin itu laki-laki atau
perempuan.gurrah dalam hal hukuman tersebut nilainya adalah sebesar lima
ekor unta.'’

Dasar dari pemberian hukuman gurrah tersebut adalah hadis yang

diriwayatkan Aba Hurairah sebagai berikut:

ek 3 Ly L st (6 Y1 WA s Jeie a 0UT ) sl
,1.\,;5,&%@0?@'453,(Mu,‘xciin‘_;t.aﬁaujy“;gtwu
Wil e o0 2y sy 5,

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkatq: “Dua orang dari kabilah Buzai] berkelahi
kemudian salah Seorang diantaranya melempar yang lainnya dengan baty,
lalu ia membunhnya dan membunuh janin yang ada dalam perutnya. Mereka
kemudian mengadukan kepada rasulullah SAW. maka Rasulullah Saw
memutuskan, bahwa diyat untuk janinnya berupa gurrah (hamba sahaya) laki-

laki atau perempuan”(HR. Abi Hurairah)'®
Apabila janin tersebut keluar dalam keadaan hidup kemudian mati,

maka sanksinya adalah membayar diyat kamilsh utuh, apabila janin itu laki-

'” Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 224
'® Al-Hafiz Zaki al-Din; Abd Al-Azim al-Munziri; Ringkasan Sahih Muslim; (Bandung: Mizan, 2002),
Riwayat Abii Hurairah, Hadis No. 1032, 559
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laki maka jumlah diyamya adalah seratus ekor unta. Apabila janin itu
perempuan, diyamya sebanyak lima puluh ekor unta. Keadaan janin itu mati
atau hidup bisa diketahui dengan ada tidaknya nafas, tangis, batuk, gerakan
atau yang lainnya.

Imam Syafi’i mensyaratkan dalam hal janin yang mati di dalam
kandungan ibunya, yaitu diketahui bahwa benar-benar sudah terbentuk
mahluk hidup dan sudah adanya ruh dalam janin, beliau menjelaskan dengan
pertanda adanya gambaran bentuk manusia yaitu adanya tangan dan jari-jari.
Dan apabila hal itu tidak ada, maka menurut beliau tidak ada tanggungan apa-
apa baik itu berupa gurrah ataupun djyat.

Apabila perbuatan dari pelaku tidak hanya menggugurkan kandungan,
melainkan menimbulkan luka pada ibu atau bahkan meninggal maka akibat
tersebut juga harus dipertanggungjawabkan pelaku, sesuai dengan akibat yang
terjadi. Kalau akibatnya berupa meninggalnya ibu maka disamping gurrah
Juga berlaku djyar untuk ibu, yaitu lima puluh ekor unta. Apabila pelaku
memukul ibu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tetapi
menggugurkan janinnya dalam keadaan mati, untuk pemukulan pelaku

dikenakan hukuman ¢z Zir dan untuk pengguguran kandungan berlaky diyat.
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B. Saran-saran
Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka diharapkan kepada pemegang
otoritas penegakan hukum dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung
jawab dalam menangani masalah pembunuhan terhadap Jjanin, karena tindak
pidana terhadap janin bukanlah suatu tindak pidana ringan melainkan

menyangkut hak hidup calon maausia
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